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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Bogor, 13 Agustus 1988 (umur
35 tahun), NIK 3201175308880010, agama Islam,
pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh, tempat
tinggal di XXX, Kabupaten Bogor
Penggugat;

Lawan
TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 20 Juli 1978 (umur 46
tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA,
pekerjaan Buruh, dahulu bertempat tinggal di XXXX,
Kabupaten Bogor, namun hingga saat ini tidak diketahui
keberadaanya yang pasti baik di dalam maupun di luar
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 November 2023
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor
6637/Pdt.G/2023/PA.Cbhn tanggal 10 November 2023, dengan dalil-dalil pada

pokoknya sebagai berikut :
1. Bahwa, pada tanggal 03 Maret 2013, Penggugat dan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa
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Barat. Sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal
15 September 2023;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal terakhir di XXX, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba’'da dukhul), dan
sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
a. XXX;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
dan harmonis. Akan tetapi, sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya
antara lain:
a.Bahwa Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan
Penggugat dan hutang tersebut dibebankan kepada Penggugat;
b.Bahwa Penggugat pernah menemukan bukti chat mesra Tergugat
dengan Wanita ldaman Lain (WIL) pada handphone milik Tergugat;
5. Bahwa,puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat terjadi pada bulan Maret 2018, lalu Tergugat keluar dari rumah
bersama dengan izin ingin mencari pekerjaan, sejak saat itu Tergugat
sudah tidak pernah kembali ke rumah bersama dan Tergugat sudah tidak
ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini;
6. Bahwa, untuk menguatkan alasan Penggugat melampirkan surat
keterangan Ghoib Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Desa XXX,
Kabupaten Bogor, tertanggal 09 Oktober 2023;
7. Bahwa, Penggugat merupakan golongan masyarakat yang kurang
mampu, hal ini berdasarkan Surat Keterangan Kurang Mampu (SKKM)
Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Desa Cibitung Kulon, Kecamatan
Pamijahan, Kabupaten Bogor, tertanggal 09 Oktober 2023;
8. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk
suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana
maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus
karena perceraian;
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9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah
memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (a),
(b) dan (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a), (b) dan (f) Kompilasi
Hukum Islam;
10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar
dibebaskan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua
Pengadilan Agama Cibinong cg. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini,
untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
PRIMAIR :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (Tergugat)
terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang
berlaku;
SUBSIDAIR :
Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat Panggilan (relaas)
Nomor 6637/Pdt.G/2023/PA.Cbn Tanggal 10 November 2023 dan Nomor
6637/Pdt.G/2023/PA.Cbn Tanggal 11 Desember 2023 yang di bacakan di
persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh alasan
yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya
dimulai pemeriksaaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang
maksud dan tujuannnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-daliinya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:
A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 03 Maret 2013 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bogor
Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,
dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi
tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh
Desa XXX, Kabupaten Bogor, tanggal 09 Oktober 2023, bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan
dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Saksi I, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai

berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2016
mulai sering terjadi pertengkaran, saksi mengetahuinya karena pernah
melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran disebabkan Tergugat banyak
hutang dan memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah
berpisah rumah sejak bulan Maret 2018 yang disebabkan Tergugat pergi;
- Bahwa selama pergi keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui
lagi sampai sekarang;;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga
Penggugat;

2. Saksi Il, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai

berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai adik kandung

Penggugat;
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- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat
awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2016 mulai
sering terjadi pertengkaran, saksi mengetahuinya karena pernah melihat
pertengkaran tersebut;

- Bahwa setahu saksi pertengkaran disebabkan Tergugat banyak
hutang dan memiliki wanita idaman lain;

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah
berpisah rumah sejak 6(enam) tahun yang disebabkan Tergugat pergi;

- Bahwa selama pergi keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui
lagi sampai sekarang;

- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga
Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan
dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya
yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh
alasan yang sah, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut
harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah mengenai gugatan perceraian
yang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat di
Kantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah
Tergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan

Agama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73
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ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,
Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenang
mengadili dan memutus perkara ini, sekaligus terbukti Penggugat sebagai pihak
yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini (persona standi in judicio).

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa
perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun
2016 wajib terlebih dahulu diupayakan mediasi, namun oleh karena Tergugat
tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup
beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal
ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016,
namun demikian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap
mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan
tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai
dengan dalil-dalil antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat banyak hutang
dan memiliki wanita idaman lain, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah
rumah kurang lebih sejak bulan Maret 2018;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-
tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian,
maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-
alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH
Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah
mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P,1 telah bermeterai cukup dan
dinazegelen hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-
Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut
dapat diterima sebagai alat bukti, bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil
dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal
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1870 KUHPerdata, berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti Penggugat dan
Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan sejak tanggal 03 Maret
2013;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.2 berupa
surat keterangan Ghoib, bukti surat tersebut bukan akta namun mengandung
fakta dan peristiwva mengenai keberadaan Tergugat yang sudah tidak diketahui
lagi sejak bulan Maret 2018, oleh karena itu majelis menilai bukti surat tersebut
secara formil dan materil telah memenuhi alat bukti yang sah dan patut
dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 maka terbukti Tergugat
sudah pergi sejak bulan Maret 2018 dan keberadaan Tergugat hingga sekarang
tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil
sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, yang
telah memberikan keterangan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2016 yang disebabkan Tergugat
banyak hutang dan memiliki wanita idaman lain, antara Penggugat dan
Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak bulan Maret 2018 yang
disebabkan Tergugat pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh

Penggugat maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Penggugat dan adalah suami isteri sah sejak tanggal 03 Maret
2013;
2. Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun

2016 yang disebabkan Tergugat banyak hutang dan memiliki wanita idaman

lain;

3. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Maret

2018 yang disebabkan Tergugat pergi dan keberadaan Tergugat sudah

tidak diketahui lagi sampai sekarang;

4. Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

disimpulkan adanya fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah pecah (broken marriage) disebabkan sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi;
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Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat yang
sudah berpisah rumah maka telah memberikan keyakinan keduanya sudah
tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami isteri, karena selama
berpisah rumah sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik, masing-masing
telah meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, demikian juga
usaha damai dari keluarga telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut serta sikap
Penggugat di persidangan yang selalu ingin bercerai dengan Tergugat, maka
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup
rukun kembali karena antara keduanya telah hilang rasa cinta dan kasih sayang
serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera
rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana
dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vyaitu
membentuk rumah tangga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan
rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan
firman Allah SWT. Dalam Al-Qur’an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

5353 o512 Jazs L] IsiKad) 131537 aSundil 2 w57 315 OF bl &es

4535

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu
rasa kasih dan sayang...... "

sulit diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti
dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
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Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI),
Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 26 Maret
1997, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 17
Maret 1999 jo. SEMA Nomor 04 Tahun 2014 Rumusan Hukum Kamar Agama-4
jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama-lll.A-1 jo
SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama -1.b jo SEMA
Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama -1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas
dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 agar
pengadilan agama menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap
Penggugat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi
Hukum Islam, petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak hadir dan gugatan
Penggugat telah beralasan dan tidak bertentangan dengan hak, maka sesuai
dengan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan
yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan

patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4, Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); ;
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Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan
1445 Hijriah, oleh Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.
Dadang Karim, M.H.. dan Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H., sebagai hakim
Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dan Kurniasari,
S.E., S. Sy.. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat;
Ketua Majelis
Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.
Hakim Anggota | Hakim Anggota
Drs. H. Dadang Karim, M.H. Drs. Hj. Bufi Purwantini, M.H.

Panitera Pengganti

Kurniasari, S.E., S. Sy.
Perincian biaya :

- PNBP :Rp 40.000,00
- Proses ‘Rp 75.000,00
- Panggilan ‘Rp 250.000,00
- Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah ‘Rp 375.000,00

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
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